
 
 

 
 

BUPATI MAJENE 
PROVINSI SULAWESI BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE 

NOMOR 2 TAHUN 2016 
 

TENTANG 

 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MAJENE 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MAJENE, 

 

Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten 
Majene terhadap Kantor Perpustakaan Arsip dan 
Dokumentasi Kabupaten Majene, akan mengalami 

perubahan dengan ditetapkannya Pasal 29 Ayat (2) huruf e 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah terhadap pembagian kewenangan yang 
diubah sehingga berpengaruh terhadap Organisasi dan Tata 
Kerja pada Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 

Kabupaten Majene sehingga  perlu diganti; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak-sud  
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Majene; 

 

Mengingat:  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan 
Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembar-an Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3418); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi   

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3151); 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846); 

9. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5071); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang   
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang 
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3457); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang 
Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam 
Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5531); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE 

dan 

BUPATI MAJENE 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERPUSTAKAAN 

DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MAJENE. 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Majene. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang 

berkedudukan Sebagai unsur pemerintahan Daerah. 

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip 
Daerah Kabupaten Majene  

6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai 
Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam 

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau 
keterampilan  tertentu serta bersifat mandiri. 
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7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, 
karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan 

sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, 
penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para 
pemustaka. 

8. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki 
oleh Pemerintah Daerah. 

9. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 

10. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 
berbagai bentuk dan media sesuai  dengan perkembangan 

teknologi informasi  dan komunikasi yang dibuat dan 
diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 

organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. 

 
 

BAB II 
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN 

 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Perpustakaan 
dan Arsip Daerah Kabupaen Majene. 

(2) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur 
pendukung tugas Bupati di bidang perpustakaan dan Arsip 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
 

 
BAB III 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 
Pasal 3 

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 
di bidang perpustakaan dan kearsipan. 

 

Pasal 4 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 
menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan 
kearsipan; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 
umum bidang perpustakaan dan kearsipan; 

c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang 

pengawasan, akuisisi dan pengolahan, pelestarian dan 
preservasi, layanan dan pemasyarakatan serta 

pengembangan dan hubungan antar lembaga lingkup 
kabupaten; 
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d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan 
dan kearsipan; 

e. pelaksanaan kesekretariatan badan; 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
 
 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

 
Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, 
terdiri dari: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, terdiri  dari: 

1. Subbagian Umum Dan Kepegawaian; 
2. Subbagian Keuangan; 
3. Subbagian Perencanaan. 

c. Bidang Pelayanan dan Perpustakaan, terdiri  dari: 
1. Subbidang Pelayanan Perpustakaan; 
2. Subbidang Pelayanan Arsip. 

d. Bidang Perpustakaan, terdiri  dari: 
1. Subbidang Pengolahan Bahan Pustaka dan Informasi; 

2. Subbidang Pembinaan Perpustakaan. 

e. Bidang Kearsipan, terdiri  dari: 
1. Subbidang Pengolahan Arsip; 

2. Subbidang Pembinaan Kearsipan. 

f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan, terdiri  dari: 
1. Subbidang Pembinaan; 

2. Subbidang Pengawasan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip 
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(3) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Kepala 
Badan, Sekretaris dan masing-masing bidang serta rincian 

tugas masing-masing sub bagian dan sub bidang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan 
Peraturan Bupati.  

 
 

BAB  V 

ESELON 
 

Pasal 6 

(1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b. 

(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a. 

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b. 

(4) Kepala sub bagian dan sub bidang merupakan jabatan 
struktural eselon IV.a. 
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BAB VI 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
 

Pasal 7 

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan keahliannya.  

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan 
jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. 

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
 

BAB VII 
TATA KERJA 

 

Pasal 8 

(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan 

masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai 
dengan tugasnya.  

(3) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya dan apabila 

terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(4) Kepala Badan bertanggung jawab dalam memimpin, 
mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan 

bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya. 

 
 

BAB VIII 

KEPEGAWAIAN 
 

Pasal 9 

Pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Badan 
Perpustakaan dan Arsip Daerah diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
 

Pasal 10 

Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan Perpustakaan dan 

Arsip Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 
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BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 11 

(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Pasal 21, 
Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Majene 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten 
Majene, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi 
perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan 
pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini. 

 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene. 

Ditetapkan di Majene  

pada tanggal 29 Maret 2016               
 

BUPATI MAJENE, 
 
 

H. KALMA KATTA 
 

Diundangkan di Majene  

pada tanggal 24 Mei 2016                
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, 
 
 

 
H. SYAMSIAR MUCHTAR.M 

 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016 NOMOR 2.    

 
 
 

 
 

 
 
 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI 

SULAWESI BARAT........... 



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE 
NOMOR  : 2 TAHUN 2016 
TANGGAL  : 29 MARET 2016 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MAJENE 
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BUPATI MAJENE, 
 
   
 
H. KALMA KATTA 

 

 

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 

KEPALA  

BIDANG  

PELAYANAN DAN 

PERPUSTAKAAN 

BIDANG 

PERPUSTAKAAN 

BIDANG  

KEARSIPAN 

BIDANG  
PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

SUBBIDANG  
PELAYANAN 

PERPUSTAKAAN 

SUB BIDANG  
PELAYANAN 

ARSIP 

 

SUBBIDANG 

PENGOLAHAN 

BAHAN PUSTAKA 

DAN INFORMASI 

 

SUB BIDANG  
PEMBINAAN 

PERPUSTAKAAN 

SUBBIDANG  
PENGOLAHAN 

ARSIP 

SUB BIDANG 
PEMBINAAN 
KEARSIPAN  

SUBBIDANG  
PEMBINAAN 

SUB BIDANG  
PENGAWASAN 

 

SUBBAGIAN  
KEUANGAN 

 
SUBBAGIAN  

PERENCANAAN 

 

SUBBAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

 

KELOMPOK  

JABATAN FUNGSIONAL 
 

SEKRETARIAT 


